BAB I1
ASURANSI MENURUT HUKUM ISLAM

DAN HUKUM POSITIF

2.1 Pengertian Asuransi Menurut Hukum Positif

2.1.1 Pengertian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
(KUHD)

Berdasarkan pasal 246 KUHD (Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang) bahwa pengertian asuransi atau

pertanggungan adalah suatu perJjandian, dengan mana

georang penanggung mengikatkan diri kepada seorang

tertanggung. dengan menerima suatu premi, untuk

memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian,

kerusakan, atau kehilangan keuntungan vang diharapkan
yang mungkin skan dideritanya karena suatu peristiwa yang

tidak tentu terjadi.

Dan apabila seorang vang gelah mengadakan suatu
perjanjian (pertanggungan) untuk diri sendiri, atau
apabila seorang Vang untuknya telah diadakan suatu
pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu
tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang vang

dipertanggungkan itu maka s8i penanggung tidaklah

diwaJjibkan memberikan ganti rugi. (pasal 250 KUHD).
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Suatu pertanggungan yang melebihi jJumlah harga
kepentingan yang sesungguhnya, hanyalah sah sampai Jjumlah
tersebut. Pertanggungan harus dibuat secara tertulis
dalam suatu akta yang dinamakan polis.

Dalam setiap polis kecuali yang = mengenai suatu
pertanggungan Jiwa harus menyatakan :

1. Hari ditutupnya pertanggungan.

2_ Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan
sendiri atau atas tanggungan seorang ketiga.

3. Jumlah wuang untuk beberapa diedakannya suatu
pertanggungan.

4. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung.

5. Premi pertanggungan.

6. Pada umumnya semua keadaan yeng kiranya penting bagi
si penanggung untuk diketahuinya dan segala syarat
yang diperjanjikan antara para pihak. Dan

polis

tersebut harus ditanda tangani oleh tiap-tiap

penangeung (256 KUHD).

Untuk membuktikean hal ditutupnya perjenjian
tersebut; diperlukan suatu pembuktian yaitu dengan
tulisan, namun demikian bolehlah lain-lain alat
pembuktian dipergunakan juge, manakala sudah ada suatu

permulaan pembuktian dengan tulisan (pasal 258 KUHD).
(Prof. R. Subekti, S.H. 1994 ; 76)
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2.1.2 Pengertian Menurut Kitab Undang - Undang Hukum
Perdata (KUHP)

Suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu
perbuatan Vvang hasilnya, mengenal untung ruginya, baik
bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung
kepada suatu kejadian Vang belum tentu, antara lain
persetujuan pertanggungan, (pasal 1774 KUHP).

2.1.3 Pengertian Reasuransi di Tinjau dari Sudut Hukum
reasuransi merupakan suatu cara yang digunakan
oleh asuradir (penanggung pertama) untuk mendistribusikan
resiko yang dipikulnya dengan jalan menyerahkan semua
atau sebagian dari resiko-resiko tersebut pada reasuradir
(penanggung kedua) dengan tujuan mengurangi jumlah
kerugian yang mungkin akan diderita oleh

asuradir

(penanggung pertama).

Dalam pasal 271 KUHP yang menyatakan bahwa si

penanggung selamanya berkuasa, untuk sekali lagi

mempertanggungkan apa yang telah ditanggung olehnya.

demikian Jjuga dengan pasal 246 KUHP tersebut di atas

pengertian asuransi adalah pertanggungan dimana pihak

(kedua belah pihak) mengadakan perjanjian, sehingga

asuransi tunduk pada azas hukum perjanjian,pada umuMNYa ,
hal ini tercantum dalam pasal 1320 KUHP (Perdata) yaitu

azas utmost good faith (etikat sangat baik) dan azas

insurable (kepentingan Yyang dapat dipertanggungkan) .

(Djoko Prakoso SH. dan I. Ketut Murtika SH, 1981 ; 84)
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2_2 Dasar Hukum Asuransi

Berdasarkan surat keputusan Presiden Republik
Indonesia NO. 65 tahun 1969 tentang peransuransian atas
obyvek-obyek asuransi. Menimbang Gtahwa dalam rangka
pembangunan di. segala bidang sebagal langkah untuk
mewujudkan perkembangan ekonomi/perekonomian nasional ke
tingkat yang diharapkan, perlu dilakukan usaha-usaha
untuk mengadakan pemupukan modal yang bersumber dari
dalam negeri.

Berdasarkan surat keputusan Undang-Undang R. I.
NO. II tahun 1992 tanggal 11 Februari 1992, yaitu tentang
kekuatan hukum bagi industri perasuransian di Indonesia.

Mengingat kemungkinan yvang terjadi bahwa manusia
skan menghadapi suatu masalah atau suatu kerugian atau
kehilangan, sudsah barang tentu menjadi masalah yang cukup
besar bagi setiap manusia. Untuk itu manusia haruslah
berusaha sekuat tenaga untuk mencukupi kebutuhan hidupnya
serta untuk mempertahankannya dengan cara menabung yaitu
dengan melalui asuransi.

Dengen demikian agar masyarakat hidup dengan
tenang tentram, maka pemerintah berupaya vaitu dengan
menetapkan berlakunya suatu lembaga aguransi dalam rangka
untuk mengatasi resiko yang akan terjadi sewaktu-waktu
yang belum diketshui kapan terjadinya. Dan resiko akan
dapat teratasi apabila seseorang itu mengikuti program
asuransi yaitu dengan mengadakan perjanjian pertanggungan.

-
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2.3 Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi yang dikenal dengan kontrak,
karena kedua belah pihak saling berjanji untuk menanggung
beban kepentingan masing-masing sebagai resiko yang belum
tentu terjadi. Dimana pihak tertanggung membayar premi;
dan pihak penanggung menanggung resiko kerugian dari
tertanggung akibat suatu peristiwa yang belum diketahui
sebelumnya.

Secara formulatif definitif di atas dapat

disimpulkan bahwa asuransi mengandung beberapa unsur yang

antara lain adalah :

1. Unsur Kontrak

Yaitu bahwa setiap kontrak yang direalisir,
harus diawali dengan persetujuan  bersama
sebagai statement kehendak bebas dari masing-
masing pihsak.

2. Unsur Hukum

Bahwa perjanjian asuransi adalah suatu lembage

hukum, sebab setiap lembaga tentunya sudah

direalisir dengan ketentuan-ketentuan
tersendiri yvang khusus mengatur tentang para
subyek hukum vang terlibat dalam perjanjian
vang dimaksud. Yang memiliki  Undang-Undang
tersendiri yang terdapat dibalik polis vyang
terdiri dari beberapa bab dan pasal

yang
mengaturnya.
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3. Unsur Premi
Untuk mengetahui hubungan kepentingan itu tidak
hanya cukup dengan aturan teoritie an-sich saja
melainkan harus ditunjang dengan peralihan hak
dan kewajiban ke dalam bentuk interaksi

proyektif dengan sejumlah nilai uang yvang

dikenal dengan nama premi.

2_4 Syarat Syahnya Perjanjian
Adapun syarab syahnya perJjanjian tersebut harus
memenuhi syarat-syarat vyang terdapat dalam perjanjian
atau persetujuan (pasal 1320 KUHP) antara lain adalah :
1. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu/adanya obyek.
4. Suatu sebab yang halal (tidak melanggar hukum) .
Apabila syarat tersebut di atas sudah terpenuhi
dalam suatu perjanjilan (persetujuan), maka perjandian

tersebut dapat diketakan syah.

2.5 Asuransi Dalam Pembangunan Ekonomi

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia selalu
di arahkan pada pola pembangunan umum nasional vang
ditetapkan setiap 1lima tahun sekali. Berdasrkan pada pola
pembanguan  umum jamgka panjang maka eebagai usaha

bertahap mencapal tujuan pembangunan. Pembangunan
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tersebut dipergunakan sebagail pendekatan pembangunan
ekonomi dengan sasaran utama untuk mencapai Kkeseimbangan
antara di bidang pertanian dengan bidang industri, serta
terpenuhinya kebutuhan pokok rekyat. Pembangunan tersebut
di titik Dberatkan .pada bidang ekonomi, karena hanya
dengan pembangunan ekonomilah dapat diciptakan kemampuan
dana untuk membangun bidang-bidang lainnya di luar bidang
ekonomi dan yang lainnya. (Bintaro TJ. 1990 : 96)
Kemajuan yang telah dicapai dalam berbagai sektor
pembangunan dimungkinkan oleh tersedianya sumber-sumber
pembiayaan vyang memadehi. Pembiayaan investasi bagi
pembangunan di Indonesia, akan berasal dari tiga sumber
yaitu tabungan pemerintah, tabungan masyarakat dan sumber
dana dari luar negeri. Tabungan pemerintah merupakan
selisih penerimesan rutin dengan pengeluaran rutin.
Tabungan pemerintah bersama-sema dengan dana bantuan luar
negeri membentuk dana pembangunan bagi pembiayaan
anggaran pembangunan  negara, sedangkan tabungan
masyarakat adalah penghasilan tabungan rumah tangga yang
tidak digunakan untuk konsumsi. Tabungan masyarakat ini
“meliputi tabungan rumah tangga, perorangan serta tagungan

perusahaan, (swasta/pemerintah).

Investasi untuk mengejar tingkat pertumbuhan Juga

dilakukan oleh swasta nasional asing. Masing-masing

bergerak di sektor yang secara relatif telah diatur dalam

perundangan untuk memperluas dan meningkatkan partisipasi
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golongan ekonomi lemah yaitu pedagang dan industri kecil
dalam tabungan dan investasipun tidak mengeluarkan

perangkat kebijsksanaan fiskal dan monetir komponen
bantuan luar negeri dapat tersalur ke dalam anggaran
negara serta kepada sektor-sektor penanaman modal dimana
bantuan luar negeri dalam pembangunan Indonesia vang

fungsinya hanya sebagai pelengkap.

(Bintaro TJ : 1990 : 82)

Kebutuhan dan investasi dewasa ini, sebagian besar
dipenuhi dari sumber dana perbankan. Namun dalam
perkembangan pembangunan dana perbankan tidak mencukupi
kebutuhan dana yang diperlukan sehingga dirasa perlu
mengembangkan pasar modal sebagal alternatif sumber dana.
Sejalan dengan upaya untuk mencari alternatif sumber dana
pemerintah mendorong industri asuransi vang Juga
merupakan sarana pengerahan dan pengumpulan dana
masyarakat. Masyarakat pembeli produk asuransi itu
sendiri dalam pembelian polis asuransi akan diterima
sejumlah premi dalam perusahaan asuransi. Besar kecilnya
premi yang diterima perusahaan akan diketahui kemampuan
dalam menghimpun dana serta menyedisakan andil dalam
penyediaan dana untuk pembangunan.

Pemerintah Indonesia dalam usaha mengembangkan
industri perasuransian telah  mengeluarkan paket

kebijaksanaan yaitu tanggal 20 Desember 1988 di bidang

asuransi yang menekankan pada masalah kecukupan modal dan



membuka peluang untuk memperluas cabang-cabang, Juga
menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang menyangkup berba-

gai Jenis asuransi yaitu asuransi kerugian, asuransi

sosial, asuransi Jjiwa.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun

1992/tanggal 11 Februari 1992 yang merupakan kekuatan

hukum bagi industri perasuransian ci negara Indonesia.

2.6 Asuransi Sebagai Lembaga Keuangan

Asuransi adalah sebagai lembaga keuangan vyang
berfungsi sebagai lembaga penjamin resiko, sekaligus
sebagai lembaga penghimpun dana dan penyalur dana bagi
tujuan investasi. Sebagian besar jenis investasi perusa-
haan asuransi dilakukan dalam bentuk deposito dan pembe-
lian surat-surat berharga guna mengurangi kemungkinan
terjadinya kerugian dalam penanaman modal.

Pengertian asuransi terutang dalam UU RI No. 2
tahun 1992, tentang usaha perasuransian pasal 1 ayat 1
yvang berbunyi “Asuransi atau pertanggungan adalah perjan-
jian antara dua pihak atau lebih yang mana pihak tertang-
gung mengikatkan diri pada pihak penanggung dengan mener-
ima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada diri
tertanggung yang diharapkan tanggung jawab hukum pada
pihak ketiga yvang mungkin akan diderita tertanggung vyang

timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau

memberikan sesuatu pembayaran vang didasarkan atas
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meninggalnya atau hidupnya seseorang vang dipertanggung
Jawabkan”.

Dalam UU RI No. 2 tahun 1992, pasal 2 ayat 1 vyang
menyatakan "Bahwa jasa keuangan yang dengan menghimpun dana
masyarakat melalui pengumpulan premi, Asuransi memberikan
perlindungan kepada anggota masyarakat pemakal jasa asuran-
si terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu
peristiwa yang tidak pasti terjadi atau terhadp hidup atau
meninggalnya seseorang.

dari arti serta usaha dari pada asuransi terlihat
bahwa orang akan bersedia membayar kerugian yang sedikit
untuk masa yvang sekarang agar bisa menghadapi kerugian yang
besar yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Adapun bentuk asuransi yang ada di Indonesia dapat
digolongkan sebagai berikut : (A. Abbas Salim, 1891, 5)

1. Asuransi Kerugian

Asuransi yang memberikan Jjasa  penanggulangan
resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan
tanggung Jawab hukum kepada pihak ketiga yang
timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

2. Asuransi Sosial

Asuransi yang diselenggarakan secara wajib berda-
sarkan suatu Undang-Undang dengan tujuan untuk

memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan

masyarakat.
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3. Asuransi Jiwa

Asuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan
resiko vang di kaitkan dengan hidup atau mening-
galnya seseorang yang dipertanggung jawabkan.

Program asuransi jiwa memperlihatkan bahwa resiko

yang dihadapi adalah resiko kematian dan resiko hidupnya
seseorang. Hal ini akan membawa banyak aspek, apabila
resiko yang dihadapi seseorang tidak diasuransikan kepada
perusahaan asuransi jiwa. Lembaga asuransi jiwa mempunyvail
faedah dengan tujuan utama adalah untuk menanggung dan
menjamin seseorang terhadap kerugian-kerugian finansial.

(A. Abbas Salim, 1991 : 25).

2.7 Peranan Dan Tujuan Asuransi

Peranan dan tujuan asuransi sebagal lembaga asuran-—
si, maka asuransi jiwa mempunyai peranan yang sangat pen-
ting yang dapat dirasakan oleh masyarakat maupun pemerin-
tah. Adapun peranannya adalah sebagai berikut :

1. Segi masyarakat umum (social)

2. Segi pemerintah (public)

1. Dilihat dari segi masyarakat umum (social)
Asuransi jiwa memberikan keuntungan-keuntungan

tertentu terhadap individu atau masyarakat yaitu :
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Menentramkan kepala keluarga (suami atau bapak)
dalam arti memberikan Jaminan penghasilan,
pendidikan, apabila kepala keluarga tersebut
telah meninggal dunia.

Dengan membeli polis asuransi dapat digunakan
sebagai alat untuk menabung (saving) .

Sebagai sumber penghasilan (earning power) hal
ini dapat dilihat pada negara-negara yang maju,
seseorang yang merupakan kunci dari perusahaan
akan diasuransikan oleh perusahaan dimana ia
bekerja. Hal ini perlu dilaksanakan mengingat
posisi yang di pegang.

Untuk menjamin pengobatan dan menjamin
keturunan andaikata yang mengansuransikan tidak

mampu .

2. Bila dilihat dari segi pemerintah (public)

Bahwa asuransi merupakan satu lembaga keuangan

adalah :

1.

2.

yvang memberikan fasilitas untuk pembiayaan vang dapat
dipergunakan dalam tahap pembangunan ekonomi Indonesia.
Berdasarkan pada Undang-Undang No. IX/1960, ternyata

sumbangan lembaga asuransi terhadap pembangunan ekonomi

Sebagai alat pembentukan modal (capital

formation).

Sebagai lembaga penabung (saving).
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Selain fungsinya sebagai lembaga keuangan
(penabung), Juga memiliki fungsi lain dalam masyarakat,
yaitu peranan/fungsi perusahaan asuransi Jiwa antara
lain :

1. Tujuan pertanggunga Jjiwa adalah mengadakan
jaminan bagi masyarakat, yaitu mengambil alih
semua beban resiko dari tiap-tiap individu.

2. Pembangunan ekonomi (economic development)
yvaitu sebagai suatu lembaga yang mengumpulkan
dana ( funds/premium) dan dana tersebut dapat

diinvestasikan dalam lapangan pembangunan

ekonomi seperti : industri perkebunan, dan
lain-lain. Dengan demikian adanya asuransi bisa
untuk membangun perekonomian nasional.

3. Dari sudut emploiment (pekerjaan), perusahaan
asuransi memberikan bantuan kepada public,
yaitu memberi kesempatan bekerja pada buruh-
buruh, pegawai untuk memperoleh income guna
kelangsungan hidup sehari-hari.

Dari ketiga fungsi tersebut di atas dapatlah

 ditarik kesimpulan (konklusi) bahwa perusahaan asuransi

jiwa terutama bertujuan untuk :

1. Meningkatkan social welfare (kesejahteraan

sosial masyarakat).

2. Menaikan economic welfare (kesejahteraan

ekonomis).
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2.8 Asuransi ﬁéﬁﬁrut Hukum Islam

Dalam Agama Islam tidak dijumpai dan tidak dikenal
macam dan bentuk asuransi, Asuransi merupakan bentuk muam-
malah baru yvang dikenal pada masa sekarang ini. Karena
dalam prakteknya asuransi terdapat adanya suatu kerjasama
antara dua orang atau lebih dengan mengadakan perjanjian
berdasarkan kesepakatan bersama untuk memenuhi hajat hidup
dalam mencapai kesejehteraan bersama.

Begitu juga didalam kitab figh Islam tidak dijumpai
dan tidak dibahas secara pasti tentang pengertian asuransi,
akan tetapi bentuk semacam asuransi adalah bermacam-macam
diantaranya adaleh :

1. Agqdun mudlarabah ( 3\—</ij*3“J@U3 ) berasal dari kata

( ug2;9\_;§(§{)QQ ) yaitu bepergian untuk urusan
dagang.

Firman Allah :
WS TR | PCTIUNR RIS, NER TSN oRTET gl

"Dan vang lain lagi, mereka beperglan dimuka bumi mencari
karunia dari Allsh.” (Al-Qur’an : 73 ; 20)

Menurut seyara® bahwa mudlarabah adalah semacam
syarikat akad yang bermanfaat antara dua orang padanya
dengan ketentuan, modal dari satu pihak sedang usaha
menghasilkan keuntungan dari pihak vang lain dan keuntungan

dibagi antara mereka. (Hasby Ash-Shidieqy, 1974 ; 102)



Jadi mudlarabah tersebut maksudnya adalah kesepaka-
tan diantara mereka yang mengadakan kerjasama dalam usaha
perdagangan. satu pihak menyerahkan uangnva sebagai modal
sedang pihak lainnya menyerahkan tugasnya sebagai andil,
keuntungan dan kerugian bagi kedua belah pihak vang berse-
kutu menurut kesepakatan mereka.

Agad mudlarabah dibenarkan dalam Islam, karena
pentuk mudlarabah menghendaki kemudahan bagi manusia dalam
usaha mencapai kesejahteraan, sebab mudlarabah mengikuti

kaidah-kaidah yang benar. Firman Allah SWT :

) K agdg e (& D32

“Allah menghendaki kelonggaran bagi kalian dan tidak
menghendaki kesempitan bagi kalian.” (Al-Qur“an : 2 : 185).

Dengan demikian mudlarabah dapat dikatakan sebagal

aqad vang terjadi dalam asuransi yang merupakan bentuk dari

muammalah vang baru.

2. Qaidah ITlItizam ( (s‘\)k)\s O.X':KQ ) pengertian
jltizam menurut syara’ adalah :

o 240 (g onduinigh (g2 \ i (st osf

“Seseorang yang dibebani menurut syara’ mengerjakan suatu
perjanjian atau tidak mengerjakan untuk kemaslahatan orang
lain." (Hasby Ash-Shidieaqy, 1974 ; 144)

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa membayar ganti

rugi barang vang dirusakkan itu harus dilaksanakan bagi

vang merusaknya. Dalam hal ini asuransi dapat



digolongkan dalam bentuk qaidah JIltizam, sebab dalam
praktek asuransipun juga merupakan pertanggungan antara
kedua belah pihak dengan disertai adanya suatu perdanjian
dimana antara keduanya mempunyai hak dan kewajiban , pihak
yang ditanggung,; harus membeayar premi kepada pihak yang
menanggung, dengan demikian pihak penanggung bertanggung

jawab atas resiko yang diderita tertanggung.

2.9 Dasar Hukum Asuransi Menurut Hukum Islam

Disebabkan karena asuransi merupakan bentuk

perjanjian antara kedua belah pihak dimana antara

keduanya saling menanggung dalam mengurangi beban
kerugian yang mungkin terjadi pada harta dan atas Jiwa
manusia yang terancam suatu bahaya, baik yang disebabkan
karena kerusakan atau kehilangan, kecelakaan yang mungkin
akan diderita oleh tertanggung karena suatu peristiwa
vang tidak tentu terjadi.

Kalau manusia berusaha untuk meringankan beban
kerugian yang mungkin akan didertanya dengan usaha saling
tolong menolong antara manusia yang satu dengan yang lain
dalam suatu perkumpulan atau kerjasama adalah merupakan
usaha yang diperbolehkan dalam ajaran Islam.

Firman Allah :

¢St S o}dd_g ‘@-:)“ dedgsolends Soily &1_9{9‘.@5
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ah kama dalam kebaikan dan taqwa

“Dan bertolong ménolongl
dalam dosa dan

dan Janganlah kamu bertolong menolong
permusuhan.” (A1-Qur-an ; 5 ; 2)

Dan Jjuga sesual dengan qaidah hukum Islam Vvang

menvatakan :

(el oy Gt i3 L o5

“"Pada prinsipnva agad-aqad itu boleh, sehingga ada dalil
vang melarangnya.”

Bahkan juga terdapat ayat dan hadits vang

memberikan isyarat atau indikasi kehalalan dalam masalah

asuransi Jjiwa.

Firman Allah Surat An-Nissa® ; ayat 8 :

R . v . / .
Ao (6896 o ILdis (o3 alsloT soud o 5Lo

ent LWy L%2)355§E§5(“%;&91;55

pembagian pusaka, karib (vang tiada
dan orang-orang miskin)
katakanlah kepada

“Apabila datang waktu
mendapat bagian, anak-anak yatim,
berilah mereka 1itu sekedarnya dan
mereka perkataan yang baik."

Demikian juga dengan hadits Nabi yang diriwayatkan

oleh Bukhari Muslim dari Said Bin abu Wagas :

ol i (% o o #lptf 2hudy o, ol siey
«tsadls .

bih baik bagimu meninggalkan ahlil warisma

“Sesungguhnya le
dalam keadaan kecukupan daripada meninggalkan mereka

menjadi beban tanggungan orang banyak."
(Hadits Riwayat Bukhari Muslim, 1994, 137)



